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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani research gap hubungan antara variabel 
pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIAKD) dan kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah (LKPD).  Dalam penelitian ini dikemukakan sebuah variabel intervening Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk mengatasi gap tersebut. Penelitian ini adalah penelitian 
kuantitatif dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan 
data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pengelola keuangan pada Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Papua. Jumlah OPD sebanyak 48 dengan masing-masing 3 
responden pada setiap OPD sehingga jumlah kuesioner yang disebarkan 144 kuesioner dan responden 
yang mengembalikan sebanyak 93 kuesioner. Untuk menganalisa data hasil penelitian digunakan SEM 
PLS. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap variabel SPIP dengan nilai t-statistik 12,758 > 1,960. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif 
dan  tidak signifikan terhadap kualitas LKPD dengan nilai t-statistik 1,812 < 1,960. Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas LKPD dengan nilai t-statistik 
4,124 > 1,960. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif dan signifikan secara tidak langsung terhadap 
kualitas LKPD melalui penerapan SPIP memberi hasil yang positif dan signifikan dengan nilai t-statistik 
4,404 > 1,960. Hasil ini mengandung arti bahwa variabel SPIP berperan secara signifikan sebagai 
variabel intervening antara pemanfaatan SIAKD dan kualitas LKPD. 
Kata Kunci : Pemanfaatan SIAKD, SPIP, dan kualitas LKPD 
ABSTRACT 
This research aims to bridge the research gap relationship between the variables Utilization of 
Regional Financial Accounting Information System/SIAKD and the quality of Local Government 
Financial Report/LKPD. In this research, a intervening variable of the Government Internal Control 
System/SPIP was used to overcome the gap. This research is quantitative research with type of data used 
in this research is primary data. Data collected through  questionnaires to financial managers at the 
Organization of Regional Devices (OPD) in the Government of Papua Province. OPDs number of 48 
with each 3 respondents in each OPD so that the number of questionnaires distributed 144 questionnaires 
and respondents who returned as many as 93 questionnaires. To analyze data of research result used 
SEM PLS. 
The results showed that SIAKD utilization had positive and significant effect on SPIP variable 
with t-statistic value of 12,758 > 1,960. SIAKD utilization has positive and insignificant effect on LKPD 
quality with t-statistic value 1,812 < 1,960. Government Internal Control System has a positive and 
significant effect on LKPD quality with the value of t-statistics 4,124 > 1,960. The utilization of SIAKD 
has a positive and indirectly significant effect on the quality of LKPD through the implementation of SPIP 
giving positive and significant result with the value of t-statistics 4,404> 1,960. This result implies that 
SPIP variable plays a significant role as a  intervening variable between SIAKD utilization and LKPD 
quality. 
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I. PENDAHULUAN 
Dalam rangka mendukung terwujudnya tata 
kelola pemerintahan yang baik (good governance) 
dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
keuangan daerah perlu diselenggarakan secara 
profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. 
Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam 
penyelenggaraan pemerintahan adalah penyajian 
Laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 
yang merupakan tanggung jawab Kepala Daerah 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU No.17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 
320 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 
Laporan keuangan dikatakan berkualitas 
apabila informasi yang disajikan  dalam laporan 
keuangan tersebut dapat mempengaruhi keputusan 
pengguna dalam pengambilan keputusan, bebas 
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, jujur, dapat diverifikasi, dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya dan dapat dipahami oleh pengguna. 
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
menyebutkan bahwa untuk menindaklanjuti 
terselenggaranya proses pembangunan yang 
sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik 
(Good Governance), Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan 
memanfaatkan kemajuan teknologi informasi 
untuk meningkatkan kemampuan mengelola 
keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi 
Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. 
Pemerintah perlu mengoptimasikan pemanfaatan 
kemajuan teknologi informasi untuk membangun 
jaringan sistem informasi manajemen dan proses 
kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja 
secara terpadu dengan menyederhanakan akses 
antar unit kerja. 
Berdasarkan pada latar belakang tersebut 
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi 
Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel 
Intervening Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (Studi pada Pemerintah Provinsi 
Papua)”. 
Berdasarkan focus kajian yang dipaparkan 
pada latar belakang tersebut di atas, maka 
Rumusan masalah yang akan disampaikan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah 
terhadap sistem pengendalian intern 
pemerintah pada Pemerintah Provinsi Papua? 
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan sistem 
informasi akuntansi keuangan daerah 
terhadap kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah Provinsi Papua? 
3. Bagaimana pengaruh sistem pengendalian 
intern pemerintah terhadap kualitas Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 
Papua? 
4. Apakah pemanfaatan sistem informasi 
akuntansi keuangan daerah berpengaruh 
terhadap kualitas Laporan Keuangan 
Pemerintah Daerah dengan sistem 
pengendalian intern pemerintah sebagai 
variabel intervening pada Pemerintah 
Provinsi Papua? 
II. Tinjauan Pustaka dan Perumusan 
Hipotesis 
1. Tinjauan Pustaka 
A. SISTEM INFORMASI AKUNTANSI 
KEUANGAN  
Sistem informasi adalah suatu sistem yang 
berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan, dan 
pemrosesan data, baik yang dilakukan secara 
manual maupun dengan bantuan komputer untuk 
menghasilkan informasi yang berguna dalam 
pengambilan keputusan. 
Sistem informasi akuntansi merupakan 
kumpulan sumber daya, seperti manusia dan 
peralatan yang dirancang untuk mengubah data 
keuangan dan data lainnya ke dalam informasi, 
informasi tersebut dikomunikasikan kepada para 
pembuat keputusan (Bodnar & Hopwood, 2007) 
Sistem informasi akuntansi pada pemerintahan 
daerah lebih dikenal dengan nama Sistem Infomasi 
Keuangan Daerah (SIKD), merupakan penerapan 
sistem di dalam organisasi pemerintahan untuk 
mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua 
tingkatan manajemen dalam rangka mengambil 
keputusan.  
Tujuan penyelenggaraan SIKD oleh 
pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah 
No. 56 Tahun 2005 antara lain : 
a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun 
anggaran daerah dan laporan pengelolaan 
keuangan daerah; 
b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan 
kebijakan keuangan daerah; 
c. membantu Kepala Daerah dan instansi terkait 
lainnya dalam melakukan evaluasi kinerja 
keuangan daerah; 
d. membantu menyediakan kebutuhan statistik 
keuangan daerah; 
e. menyajikan informasi keuangan daerah secara 
terbuka kepada masyarakat; dan 
f. mendukung penyediaan informasi keuangan 
daerah yang dibutuhkan dalam SIKD secara 
nasional. 
Efektivitas Sistem Informasi Keuangan 
Daerah dapat diukur dengan menentukan 
indikator-indikator yang sesuai dengan 
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permasalahan yang sedang diteliti. Menurut 
Bodnar (2000:700) menjabarkan beberapa 
indikator efektivitas sistem informasi berbasis 
teknologi sebagai berikut:  
a. Indikator keamanan data berhubungan dengan 
pencegahan bencana, baik karena bencana 
alam, tindakan disengaja, maupun kesalahan 
manusia dan tingkat kemampuan sistem 
informasi berbasis teknologi dalam 
mengantisipasi illegal acess dan kerusakan 
pada sistem.  
b. Indikator waktu berhubungan dengan 
kecepatan dan ketepatan informasi dalam 
permintaan pemakaian sistem. Tingkat 
kemampuan sistem informasi berbasis 
teknologi dalam memproses data menjadi 
suatu laporan, baik secara periodik maupun 
nonperiodik, untuk rentang waktu yang telah 
ditentukan.  
c. Indikator ketelitian berhubungan dengan 
tingkat kebebasan dari kesalahan keluaran 
informasi. Pada volume data yang besar 
biasanya terdapat dua jenis kesalahan, yakni 
kesalahan pencatatan dan kesalahan 
perhitungan.  
d. Indikator variasi laporan atau output 
berhubungan dengan kelengkapan isi 
informasi. Dalam hal ini tidak hanya 
mengenai volumenya, tetapi juga mengenai 
informasinya. Tingkat kemampuan sistem 
informasi berbasis teknologi untuk membuat 
suatu laporan dengan pengembangan dan 
perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang 
berguna bagi pengguna informasi.  
e. Indikator relevansi menunjukkan manfaat 
yang dihasilkan dari produk atau keluaran 
informasi, baik dalam analis data, pelayanan, 
maupun penyajian data. Indikator relevansi 
menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan 
yang dihasilkan.  
B. KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
Menurut Iman Mulyana (2010:96) dalam 
Susilawati (2014) mengemukakan bahwa kualitas 
diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, 
diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta 
dicapai melalui pemeriksaan. Menurut Indra 
Bastian (2010:9), laporan keuangan adalah hasil 
akhir dari proses akuntansi yang menyajikan 
informasi yang berguna untuk pengambilan 
keputusan oleh berbagai pihak yang 
berkepentingan. Sementara menurut Mahmudi 
(2011:143), laporan keuangan merupakan output 
dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk 
pemberian informasi bagi pihak-pihak yang akan 
menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai 
dasar pembuatan keputusan. Sedangkan menurut 
Erlina Rasdianto (2013:21), kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil 
dari proses pengidentifikasian, pengukuran, 
pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari 
entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah 
daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam 
rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 
entitas akuntansi dan pengambilan keputusan 
ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.  
Laporan keuangan daerah yang disusun oleh 
pemerintah daerah diharapkan  berkualitas agar 
dapat menyajikan informasi yang relevan, andal, 
dapat dibandingkan dan dapat dipahami, 
sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bahwa kualitas 
laporan keuangan dapat dilihat dari karakteristik 
kualitatif laporan keuangan tersebut. Karakteristik 
yang dimaksud adalah sesuai Peraturan Pemerintah 
No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintah yaitu ukuran-ukuran normatif yang 
perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi 
sehingga dapat memenuhi tujuannya. Karakteristik 
kualitatif laporan keuangan memiliki empat 
karakteristik yang merupakan prasyarat normatif 
yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah 
daerah memenuhi kualitas yang dikehendaki 
yakni: 
a.   Relevan 
Laporan keuangan Pemerintah bisa dikatakan 
relevan apabila informasi yang termuat di 
dalamnya sesuai kebutuhan pengguna, sehingga 
dapat mempengaruhi keputusan pengguna, 
khususnya dalam mengevaluasi peristiwa masa 
lalu atau masa kini, memprediksi masa depan, 
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi 
mereka di masa lalu. 
Informasi dapat dikatakan relevan jika 
memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
1) Memiliki manfaat umpan balik (feedback 
value), yaitu informasi tersebut 
memungkinkan pengguna untuk menegaskan 
atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa 
lalu. 
2)  Memiliki manfaat prediktif (predictive 
value), yaitu informasi tersebut dapat 
membantu pengguna untuk memprediksi 
masa yang akan datang berdasarkan hasil  
masa lalu dan kejadian masa kini. 
 3)  Tepat waktu, yaitu jika informasi yang 
disajikan tersebut bertepatan pada saat 
informasi tersebut dibutuhkan, sehingga 
dapat berpengaruh dan berguna dalam 
pengambilan keputusan. 
4)  Lengkap, yaitu informasi tersebut disajikan 
selengkap mungkin, sehingga mencakup 
semua informasi akuntansi yang dapat 
mempengaruhi pengambilan keputusan, 
termasuk mengungkapkan dengan jelas 
seluruh informasi yang melatarbelakangi 
67 
 
setiap butir informasi utama yang termuat 
dalam laporan keuangan, agar kekeliruan 
dalam penggunaan informasi tersebut dapat 
dicegah. 
b.   Andal 
Informasi yang andal (dapat dipercaya) dalam 
laporan keuangan pemerintah berarti bahwa bebas 
dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan 
material, menyajikan setiap fakta secara jujur, 
serta dapat diverifikasi. Informasi yang disajikan 
dalam laporan keuangan pemerintah mungkin saja 
relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak 
dapat diandalkan maka penggunaan informasi 
tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan 
merugikan pengguna laporan keuangan. 
 Karakteristik informasi yang andal antara lain 
sebagai berikut: 
1) Penyajian Jujur, yaitu jika informasi 
menggambarkan dengan jujur transaksi serta 
peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan 
atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk 
disajikan. 
2) Dapat Diverifikasi (verifiability), yaitu jika 
Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian 
dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang 
berbeda, hasilnya tetap menunjukkan  
simpulan yang tidak berbeda jauh. 
3) Netralitas, yaitu informasi diarahkan pada 
kebutuhan umum dan tidak berpihak pada 
kebutuhan pihak tertentu. 
c.   Dapat Dibandingkan 
Informasi yang termuat dalam laporan 
keuangan akan lebih berguna jika dapat 
dibandingkan dengan laporan keuangan periode 
sebelumnya atau laporan keuangan entitas 
pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat 
dilakukan secara internal dan eksternal. 
Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila 
suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang 
sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara 
eksternal dapat dilakukan bila entitas yang 
diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi 
yang sama. Apabila entitas pemerintah akan 
menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik 
daripada kebijakan akuntansi yang sekarang 
diterapkan, perubahan tersebut   diungkapkan pada 
periode terjadinya perubahan. 
d.   Dapat Dipahami 
Informasi yang disajikan dalam laporan 
keuangan pemerintah dikatakan dapat dipahami 
jika pengguna mengerti dengan informasi-
informasi yang disajikan dan mampu 
menginterpretasikannya. Untuk itu, penyajian 
informasi dalam laporan keuangan pemerintah 
harus menggunakan format/bentuk serta istilah 
yang disesuaikan dengan batas pemahaman para 
pengguna. Pengguna harus diasumsikan memiliki 
pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan 
lingkungan operasi entitas pelaporan, serta 
memiliki kemauan untuk mempelajari informasi 
yang disajikan dalam laporan keuangan 
pemerintah. 
Dalam kenyataannya, pemerintah masih 
menghadapi beberapa kendala-kendala dalam 
menyajikan informasi yang relevan dan andal 
tersebut. Kendala tersebut merupakan suatu 
keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya 
kondisi yang ideal dalam mewujudkan laporan 
keuangan pemerintah yang relevan dan andal 
akibat keterbatasan (limitations) atau karena 
alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang 
menimbulkan kendala dalam penyajian laporan 
keuangan pemerintah tersebut, yaitu : 
1)   Materialitas 
Walaupun idealnya memuat segala informasi, 
laporan keuangan pemerintah hanya diharuskan 
memuat informasi yang memenuhi kriteria 
materialitas. Informasi dipandang material apabila 
kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan 
dalam mencatat informasi tersebut dapat 
mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang 
diambil atas dasar laporan keuangan. 
Selama seluruh informasi yang material telah 
disajikan dalam laporan keuangan maka laporan 
keuangan pemerintah tersebut dapat dikatakan 
wajar. Hal inilah yang mengakibatkan mungkin 
saja ada suatu informasi yang tidak disajikan 
dalam laporan keuangan pemerintah. 
2) Pertimbangan Biaya dan Manfaat 
Manfaat yang dihasilkan informasi akuntansi 
seharusnya melebihi biaya penyusunannya. 
Dampak dari pertimbangan biaya dan manfaat 
tersebut, laporan keuangan pemerintah 
diperbolehkan untuk tidak menyajikan segala 
informasi, apalagi jika informasi tersebut 
manfaatnya lebih kecil daripada biaya 
penyusunannya. 
Namun demikian, evaluasi atas biaya dan 
manfaat membutuhkan proses pertimbangan yang 
matang. Biaya penyajian informasi tidak harus 
dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati 
manfaat, karena manfaat dari penyajian informasi 
tersebut mungkin saja dinikmati oleh pengguna 
lain di luar mereka yang menjadi tujuan informasi. 
3)   Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif 
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif 
yang diperlukan untuk mencapai suatu 
keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan 
normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan 
keuangan pemerintah. Bisa saja untuk 
mementingkan dipenuhinya keandalan suatu 
informasi, menyebabkan informasi tersebut kurang 
relevan, begitupula sebaliknya jika relevansinya 
dipentingkan, mengakibatkan informasi tersebut 
kurang andal. 
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Kepentingan relatif antar karakteristik dalam 
berbagai kasus mungkin akan berbeda, terutama 
antara relevansi dan keandalan, adakalanya 
pengguna lebih membutuhkan informasi yang 
andal dibandingkan informasi yang relevan, 
namun bisa saja pengguna lebih mementingkan 
kerelavansian dari pada keandalannya. Untuk itu, 
dibutuhkan suatu pertimbangan profesional dalam 
penentuan tingkat kepentingan antara dua 
karakteristik kualitatif tersebut agar dapat 
menyediakan informasi sesuai dengan kebutuhan 
pengguna. 
C. SISTEM PENGENDALIANINTERN  
Menurut Mulyadi (2010:163) sistem 
pengendalian intern meliputi struktur organisasi, 
metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan 
untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek 
ketelitian dan keandalan data akuntansi, 
mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya 
kebijakan manajemen.  
Sistem pengendalian intern adalah kebijakan 
dan prosedur yang dirancang untuk memberikan 
keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa 
organisasi mencapai tujuan dan sasarannya. I Gusti 
Agung Rai (2010:283) 
Adapun tujuan dari Sistem Pengendalian 
Intern Pemerintah adalah : 
a. Memberikan keyakinan yang memadai bagi 
tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian 
tujuan penyelenggaraan pemerintah. 
b. Keandalan pelaporan keuangan. 
c. Pengamanan aset negara. 
d. Ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan. 
Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 
2008 bahwa unsur sistem pengendalian intern 
dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada 
unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah 
dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai 
negara, yang meliputi : 
a. Lingkungan Pengendalian.  
Lingkungan pengendalian menggambarkan 
keseluruhan sikap organisasi yang memengaruhi 
kesadaran dan tindakan personel organisasi 
mengenai pengendalian. Berbagai faktor yang 
membentuk lingkungan pengendalian dalam suatu 
entitas (Indra, 2011:11) adalah : 
1)  Nilai intregritas dan etika. 
Memelihara suasana etika organisasi, menjadi 
teladan untuk tindakan-tindakan yang benar. 
Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan 
tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin 
sebagaimana mestinya; 
2)  Komitmen terhadap kompetensi. 
Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan 
fungsi pada masing-masing poisisi dalam instansi 
pemerintah. 
3)  Filosofi dan gaya operasi manajemen;  
Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap 
yang selalu mempertimbangkan risiko dalam 
mengambil keputusan; 
4)  Stuktur organisasi; 
Kerangka kerja bagi manajement dalam 
perencanaan, pengarahan, dan pengendalian 
organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan 
organisasi; 
5)  Pembagian wewenang dan pembebanan 
tanggung jawab. 
Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab 
dan wewang yang ada; 
6)  Kebijakan dan praktik sumber daya manusia.  
Penyusunan dan penerapan kebijakan yang 
sehat tentang pembinaan SDM. Penetapan praktik-
praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi, 
pelatihan, evaluasi, pembinan, promosi, 
kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber 
daya manusia.  
b.  Penilaian Risiko.  
Menurut Indra (2011:12) untuk tujuan 
pelaporan keuangan adalah proses identifikasi, 
analisis, dan pengelolaan resiko entitas yang 
berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum. Diawali dengan penetapan maksud dan 
tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan 
konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya 
Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara 
efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat 
pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber 
dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko 
mencakup : 
1)  Identifikasi Resiko. 
Mengindentifikasi secara efisien dan efektif 
risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan 
instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun 
luar instansi. 
2)  Analisis Resiko.  
Menentukan dampak dari resiko yang telah 
diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi. 
c.  Kegiatan Pengendalian.  
Menurut Indra (2011:12) Aktivitas 
pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang 
dibuat untuk memastikan pelaksanaan petunjuk 
yang dibuat oleh manajemen, kebijakan dan 
prosedur yang dibangun oleh manajemen untuk 
mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, 
yang mencakup : 
1)  Otorisasi yang memadai. Pimpinan instansi 
pemerintah menetapkan dan 
mengkomunikasikan syarat dan ketentuan 
otorisasi kepada pegawai. 
2)  Perancangan dan penggunaan dokumen dan 
catatan yang memadai. 
3)  Pengecekan secara independen. 
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4) Pemisahan fungsi yang memadai. Pimpinan 
instansi pemerintah harus menjamin bahwa 
seluruh aspek utama transaksi atau kejadian 
tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang. 
5)  Pengendalian fisik atas kekayaan pemda dan 
catatan. Pimpinan instansi pemerintah 
menetapkan, mengimplementasikan, dan 
mengkomunikasikan rencana identifikasi, 
kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik 
kepada seluruh pegawai.  
6) Peninjauan atas kinerja. Memantau 
pencapaian kinerja instansi pemerintah 
tersebut dibandingkan dengan rencana 
sebagai tolak ukur kinerja. 
d.  Informasi dan Komunikasi.  
Kebijakan dan prosedur pengendalian yang 
berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa 
transaksi dilaksanakan dengan mencegah 
terjadinya salah saji potensial terhadap pernyataan 
manajemen dalam laporan keuangan (Indra, 
2011:12). Instansi pemerintah harus memiliki 
informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik 
informasi keuangan maupun non keuangan, yang 
berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal 
dan internal, yang menyediakan dan 
memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana 
komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan 
memperbarui sistem informasi secara terus 
menerus. 
e.  Pemantauan.  
Proses penilaian kualitas kinerja dari struktur 
pengendalian internal sepanjang waktu (Indra, 
2011:13). Dilaksanakan melalui pemantauan 
berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut 
rekomendasi hasil audit dan review lainnya. 
Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan 
melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, 
pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain 
yang terkait dalam pelaksanakan tugas. Evaluasi 
terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, 
review, dan pengujian efektivitas sistem 
pengendalian intern yang dapat dilakukan oleh 
aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak 
eksternal pemerintah. Tindak lanjut rekomendasi 
hasil audit dan review lainnya harus segera 
diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit 
dan review lainnya yang ditetapkan. 
Tingkat efektifitas SPIP daerah diukur 
berdasarkan terpenuhinya 5 kategori yang 
ditetapkan dalam pasal 313 ayat 3 Permendagri 
No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyebutkan bahwa 
pengendalian internal sendiri dalam 
pelaksanaannya sekurang-kurangnya harus 
memenuhi kriteria sebagai berikut : 
a) Terciptanya lingkungan pengendalian yang 
sehat.  
b) Terselenggaranya penilaian resiko. 
c) Terselenggaranya aktivitas pengendalian. 
d) Terselenggaranya sistem informasi dan 
komunikasi. 
e) Terselenggaranya kegiatan pemantauan 
pengendalian. 
Apabila kelima kriteria tersebut telah 
terpenuhi, maka Sistem Pengendalian Intern pada 
suatu organisasi akan mampu memberikan 
keyakinan yang memadai bahwa tujuan tertentu 
organisasi tersebut akan dapat dicapai. 
SPIP akan membantu memandu entitas 
berjalan bagaimana semestinya. Salah satu tujuan 
umum manajemen dalam merancang sistem 
pengendalian internal yang efektif adalah agar 
pelaporan keuangan reliabel (Arens, 2008:370). 
Arens (2014) menyatakan bahwa sistem 
pengendalian internal terdiri atas kebijakan dan 
prosedur yang dirancang untuk memberikan 
manajemen kepastian yang layak bahwa 
perusahaan telah mencapai tujuan dan sasarannya.  
Arens (2014:340) menyebutkan bahwa tujuan 
penerapan Sistem Pengendalian Internal 
Pemerintahan (SPIP) adalah tercapainya laporan 
keuangan yang berkualitas. Penerapan Sistem 
Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) yang 
meliputi antara lain menciptakan lingkungan 
pengendalian yang baik, melakukan penilaian 
risiko yang mungkin dihadapi, melakukan aktifitas 
pengendalian fisik maupun terhadap dokumen 
penting lainnya, menjaga kelancaran arus 
informasi dan komunikasi serta melakukan 
pengawasan terhadap seluruh proses akuntansi dan 
keuangan yang terjadi didalam entitas akuntansi 
sehingga dengan berjalannya seluruh tahapan 
pengendalian internal tersebut maka akan tercipta 
laporan keuangan yang berkualitas. 
2. Perumusan Hipotesis 
H1 : Pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap sistem pengendalian 
intern pemerintah di Provinsi Papua 
H2  :  Pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan Pemerintah Daerah Provinsi 
Papua 
H3 : Sistem pengendalian intern pemerintah 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah 
daerah Provinsi Papua 
H4 :  Pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah Provinsi Papua 
melalui sistem pengendalian intern 
pemerintah sebagai variabel mediasi pada 
Pemerintah Provinsi Papua.  
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III. Metode Penelitian 
a. Populasi dan Sampel Penelitian 
Populasi dalam penelitian ini adalah semua 
PNS yang bekerja pada Organisasi Perangkat 
Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. 
Dalam penelitian ini teknik sampling yang 
digunakan adalah purposive sampling dengan 
judgment sampling. sehingga total responden 
dalam penelitian ini adalah 144 orang dari  48 
OPD 
b. Teknik Analisa Data 
Analisis data penelitian ini adalah analisis 
Structural Equation Modeling (SEM) dengan 
pendekatan variance based atau component based  
atau yang lebih dikenal dengan Partial Least 
Square (PLS) 
 Adapun tahapan analisis PLS SEM 
menurut Ghozali dan Latan, 2015 adalah sebagai 
berikut : 
1. Analisis Outer Model atau Measurement 
Model 
a. Convergent Validity 
b. Discriminant Validity 
c. Composite Reliability 
2. Analisis Inner Model atau Model Struktural 
Perhitungan Q-Square dilakukan dengan 
rumus : 
Q2 = 1 – {( 1 – Rx12) ( 1 – R22 )} 
3. Analisis Efek Mediasi 
IV. Hasil dan Pembahasan 
1. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap SPIP 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
variabel SIAKD berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap SPIP dengan nilai koefisien parameter 
antara SIAKD terhadap SPIP 0,736 dan t-statistik 
12,758 > 1,960 (t-tabel). Hal ini menunjukkan 
bahwa semakin baik pemanfaatan SIAKD, maka 
semakin baik penerapan SPIP di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Papua.  
Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan 
bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
dapat menghasilkan informasi yang akurat dan 
tepat waktu apabila sistem informasi akuntansi 
tersebut mengandung pengawasan melekat yang 
didalamnya tersedia prasarana sistem pengendalian 
intern.  
Pengendalian internal itu sendiri adalah suatu 
proses yang dijalankan, yang didesain untuk 
memberikan keyakinan yang memadai tentang 
dipenuhinya tujuan pengendalian. Dengan 
menetapkan serta menerapkan pengendalian 
internal secara baik dan benar pada suatu 
organisasi, maka organisasi tersebut akan lebih 
mudah dalam mencapai tujuan dan dapat 
meminimalkan resiko. Dengan ditetapkannya 
pengendalian internal dalam sistem informasi 
akuntansi, maka sistem informasi akuntansi akan 
menghasilkan informasi akuntansi yang lebih 
berkualitas (tepat waktu, relevan, akurat, dan 
lengkap), dan dapat diaudit (Auditabel).        
Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian 
yang dilakukan oleh Halomoan Ompusunggu 
(2002) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan 
positif dan signifikan antara penerapan sistem 
informasi akuntansi terhadap efektivitas 
pelaksanaan sistem pengendalian intern, yang 
berarti bahwa semakin baik penerapan sistem 
informasi akuntansi maka semakin tinggi tingkat 
efektifitas pelaksanaan sistem pengendalian intern.     
2. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif 
dan tidak signifikan terhadap Kualitas 
LKPD 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
variabel SIAKD berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Kualitas LKPD dengan nilai 
koefisien parameter antara SIAKD terhadap 
Kualitas LKPD 0,271 sedangkan nilai t-statistik 
sebesar 1,812 < 1,960 (t-tabel). Hasil penelitian ini 
tidak sejalan dengan pendapat (Laudon & Laudon, 
2007) yang menyatakan bahwa Laporan keuangan 
pemerintah merupakan informasi yang sangat 
bermanfaat bagi penggunanya, untuk 
menghasilkan informasi yang berkualitas baik, 
sebuah organisasi harus mempunyai Sistem 
Informasi yang baik, sistem informasi yang 
bertujuan menghasilkan informasi keuangan 
disebut dengan Sistem Informasi Akuntansi, hal ini 
berlaku baik untuk organisasi bisnis maupun 
organisasi sektor publik seperti di Pemerintah 
Daerah.  
Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan 
bahwa pemanfaatan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah belum sepenuhnya dapat  
menjawab kebutuhan informasi, meningkatkan 
kinerja, dan meningkatkan efektifitas aparatur 
pemerintah dalam mengerjakan pekerjaannya. 
Walaupun secara persepsi OPD telah 
melaksanakannya dengan sebaik mungkin, namun 
pada kenyataan yang ada bahwa OPD belum bisa 
membuktikan bahwa mereka mampu untuk 
menghasilkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah yang baik. Jadi hal ini menunjukkan 
bahwa pemerintah belum sepenuhnya 
memanfaatkan sistem informasi akuntansi 
keuangan daerah. Padahal Sistem Informasi 
Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu alat 
yang digunakan untuk mencapai tujuan pemerintah 
dalam memberikan informasi keuangan sebagai 
bagian dari sistem informasi manajemen 
pemerintah daerah. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
yang dilakukan Lilis Setyowati dan Isthika (2014) 
dan Saputra (2015) yang menyatakan bahwa 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
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daerah tidak berpengaruh terhadap peningkatan 
kualitas laporan keuangan daerah. 
3. SPIP berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kualitas LKPD 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
variabel SPIP berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kualitas LKPD dengan nilai koefisien 
parameter antara SPIP terhadap Kualitas LKPD 
0,560 dan  t-statistik 4,124 > 1,960 (t-tabel). Hal 
ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem 
pengendalian intern pemerintah maka kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah yang 
dihasilkan akan semakin baik pula. 
Pengendalian internal menurut Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
merupakan proses yang dirancang untuk 
memberikan keyakinan yang memadai mengenai 
pencapaian tujuan pemerintah daerah yang 
tercermin dari keandalan laporan keuangan, 
efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan 
kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-
undangan. Pengendalian intern pemerintah 
merupakan suatu cara untuk mengarahkan, 
mengawasi dan mengukur sumber daya organisasi, 
dan juga memiliki peran penting dalam 
pencegahan dan pendeteksian penggelapan serta 
melindungi sumber daya organisasi.   
Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
Mahaputra dan Putra (2014),  Herawati (2014), 
dan Yosefrinaldi (2013) yang memperoleh hasil 
sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kualitas laporan keuangan 
pemerintah daerah.  
4. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap Kualitas LKPD 
melalui SPIP sebagai variabel intervening 
Hasil analisis data menunjukkan bahwa 
pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan 
daerah berpengaruh secara tidak langsung terhadap 
kualitas laporan keuangan pemerintah daerah 
Provinsi Papua melalui sistem pengendalian intern 
pemerintah memberi hasil yang positif dan 
signifikan dengan nilai t-statistik 4,404 > 1,960 (t-
tabel). 
Hasil ini sesuai dengan prosedur tahapan 
analisis efek mediasi yang dikembangkan oleh 
Baron dan Kenny bahwa SIAKD berpengaruh 
terhadap variabel Kualitas LKPD secara signifikan 
sebesar 11,276  > 1,960 (t-tabel) dan SIAKD 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel 
SPIP sebesar 12,145 > 1,960 (t-tabel). Hasil ini 
mengandung arti bahwa pemanfaatan SIAKD 
dalam penyusunan LKPD Provinsi Papua harus 
didukung dengan SPIP.  
Penerapan SPIP dapat mempengaruhi kualitas 
LKPD yang dihasilkan. Sesuai dengan teori 
berdasarkan Permendagri No 13 Tahun 2006 
tentang pedoman pengelolaan keuangan yang 
menyatakan bahwa laporan keuangan yang 
berkualitas atau yang memiliki nilai informasi 
yang baik, tidak terlepas dari penerapan sistem 
pengendalian internal yang baik, SPIP memiliki 
peran penting dalam meningkatkan kualitas 
laporan keuangan pemerintah.  
Berdasarkan penelitian ini dapat dijelaskan 
bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan 
salah satu tolak ukur yang harus di gencarkan 
Pemerintah Daerah dalam penyusunan laporan 
keuangan. Hal ini sejalan dengan tujuan sistem 
pengendalian internal yaitu menyajikan data yang 
dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi 
operasional, mendorong pelaksanaan kebijakan 
yang ada, melindungi harta milik perusahaan, 
memeriksa kecermatan dan kehandalan data 
akuntansi, meningkatkan efisiensi usaha, 
mendorong ditaatinya kebijakan yang telah 
digariskan, dan meningkatkan kualitas laporan 
keuangan. 
Hasil penelitian ini mendukung penelitian 
yang dinyatakan oleh Evicahyani dan Setiawina 
(2016) menyimpulkan bahwa pemanfaatan SIPKD 
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 
secara tidak langsung terhadap kualitas LKPD 
Kabupaten Tabanan melalui penerapan SPIP.   
V. Simpulan 
Dari hasil analisis data dan pembahasan, maka 
penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pemanfaatan SIAKD  berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap SPIP. Dimana semakin 
baik pemanfaatan SIAKD, maka semakin baik 
pula penerapan SPIP di lingkungan 
Pemerintah Provinsi Papua.  
2. Hasil penelitian pemanfaatan SIAKD 
berpengaruh positif dan  tidak signifikan 
terhadap kualitas LKPD. Hasil ini dapat 
diartikan bahwa pemanfaatan SIAKD tidak 
berpengaruh terhadap kualitas LKPD, karena 
pemanfaatan SIAKD belum mampu untuk 
menghasilkan kualitas laporan keuangan 
pemerintah yang baik.   
3. Berikutnya hasil penelitian SPIP berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap Kualitas 
LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin 
baik sistem pengendalian intern pemerintah 
maka semakin baik pula kualitas laporan 
keuangan pemerintah daerah.   
4. Pemanfaatan SIAKD berpengaruh positif dan 
signifikan secara tidak langsung terhadap 
kualitas LKPD melalui penerapan SPIP 
memberi hasil yang positif dan signifikan. 
Hasil ini mengandung arti bahwa variabel 
SPIP berperan secara positif dan signifikan 
sebagai variabel intervening yang 
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memediasi/menjembatani gap antara 
pemanfaatan SIAKD dan kualitas LKPD.  
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